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Wabah COVID-19 belum ditemukan vaksin maupun obatnya, sehingga pemerintah tidak punya
pilihan lain kecuali memperlambat penularan melalui karantina. Akan tetapi 14 hari setelah pemerintah
Indonesia menetapkan karantina sosial (seff-distancing), kurva penularan wabah belum menunjukkan
tren pelambatan. Berbagai pihak memunculkan wacana /lockdown dan penambahan peran militer hingga
darurat militer. Pemerintah berencana merapatkan kemungkinan pelaksanaan /ockdown atau karantina
wilayah pada Senin, 30 Maret 2020. Artikel ini akan membahas (1) risiko yang harus diperhitungkan
sebelum dan sesudah /ockdown diberlakukan, (2) tujuan, cakupan, dan periode waktu lockdown, (3)
sumber daya yang perlu dikerahkan, berdasarkan praktik-praktik di negara lain. Dengan
memperhitungkan ketiga hal tersebut, artikel ini merekomendasikan bahwa status darurat militer
belum dibutuhkan.



Risiko Jockdown

Karantina—baik itu individual, sosial, maupun wilayah—pada dasarnya merupakan kebijakan
kontroversial karena dapat mengakibatkan ketidak-nyamanan, kerugian ekonomi, hingga gangguan
mental. Pemerintah dalam posisi dilematik apabila menerapkan karantina yang bersifat wajib. Karena
hal itu mengandung unsur paksaan, penundaan hak asasi manusia, dan berimplikasi pada kewajiban
fiskal, logistik, dan keamanan yang masif. Di sisi lain, apabila karantina bersifat sukarela, maka
efektivitasnya akan tergantung tidak hanya pada strategi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah
tetapi juga pada kepatuhan publik.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan /Jockdown, maka ada beberapa risiko yang mesti
diperhitungkan. Risiko pertama adalah ketidakpatuhan publik yang mengurangi efektivitas kebijakan.
Setidaknya ada lima faktor determinan kepatuhan publik terhadap rekomendasi isolasi diri: persepsi
risiko individu (Herrera-Diestra dan Meyers, 2019), pendidikan, status sosial ekonomi, status
pernikahan, dan anggota keluarga yang butuh perawatan (Zhang, Wang, Zhu, dan Wang, 2019).

Persepsi risiko individu dipengaruhi oleh prevalensi keseluruhan penyakit, proporsi, dan jumlah dari
kontak sosial yang terinfeksi. Individu dengan sosial ekonomi terbatas dan memiliki anggota keluarga
yang butuh perawatan (anak, difabel, berpenyakit kronis) akan lebih sulit untuk melakukan karantina
diri. Kalaupun mereka mau, ambang atas periode karantina yang dapat mereka tanggung akan lebih
singkat. Di Indonesia, dengan laju pertumbuhan wabah eksponensial--1.285 kasus tersebar di 30
provinsi dan 114 kematian (data BNPB per 29 Maret 2020), dapat dikatakan bahwa persepsi risiko
masyarakat sudah cukup matang. Akan tetapi masih ada #rust deficit kepada pemerintah yang dianggap
kurang tanggap dan transparan, apakah akan mau dan mampu menjamin akses kepada kebutuhan
pokok untuk bertahan hidup selama masa lockdown.

Risiko kedua, potensi eskalasi kekerasan baik yang bersumber dari ketidakpatuhan masyarakat,
masalah domestik/keluarga, maupun dari aparat keamanan. Di India, setidaknya dua orang meninggal
sebagai korban kekerasan polisi yang sebetulnya hanya berwenang “menangkap dan menahan” mereka
yang melanggar /ockdown.

Aparat keamanan di Filipina menggunakan taktik menyiksa dan mempermalukan warga yang
melanggar, bahkan menembak mati (Vice.com, 27 Maret 2020). Di Hubei, provinsi Tiongkok yang
menerapkan fockdown pada hampir 60 juta warganya, beberapa blogger yang kritis dilaporkan ‘hilang’.
Juga, laporan kekerasan domestik terkait COVID-19 pada bulan Februari 2020 meningkat 3,4 kali dari
bulan yang sama tahun 2019 (The Guardian, 28 Maret 2020). Adapun di Italia dan Kolombia,
kekerasan meledak di penjara-penjara overcrowded telah mengakibatkan 23 korban meninggal. Semua
potensi kekerasan ini dapat dijumpai di Indonesia.

Risiko ketiga, penumpukan pekerja migran dan wisatawan yang tidak bisa kembali ke daerah asal
baik dalam maupun luar negeri. Lockdown di Tiongkok mengakibatkan penglaju dan pekerja informal
tertahan tidak bisa pulang, beruntung pemerintah menyediakan she/fer. India tidak seberuntung itu,
ribuan pekerja migran berjalan pulang ke daerah asal hanya untuk didorong balik oleh polisi dan
banyak menjadi tunawisma (New York Times, 29 Maret 2020). Permasalahan Indonesia tidak hanya
migran dalam negeri, tetap juga perlindungan pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak
COVID-19 seperti Malaysia yang berjumlah ratusan ribu dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya
(Tempo, 27 Maret 2020). Bagi mereka yang hendak kembali, harus disiapkan tempat karantina yang
layak.



Cakupan dan periode lockdown

Negara lain yang menerapkan /lockdown sesungguhnya tidak seragam, bermain di area abu-abu antara
karantina individu, komunitas, hingga karantina wilayah pada berbagai level administrasi—dari kota,
provinsi, hingga seluruh negara (nation-wide). Tiongkok menerapkan /Jockdown total di 15 kota di satu
provinsi Hubei, di mana warga wajib mengkarantina diri di rumah dan dilarang bepergian di bawah
pengawasan ketat negara.

Pemerintah menghentikan transportasi publik dan mengambil alih penyediaan logistik. Negara lain
cenderung menerapkan Jockdown sebagian (partial lockdown) atau memakai retorika /ockdown meski pada
hakikatnya adalah karantina sosial atau komunitas. Filipina menerapkan /ockdown, menutup perbatasan
namun masih membolehkan warga keluar untuk kepentingan mendesak seperti belanja ke supermarket
dan berobat (CSIS Commentaries DMRU-014, 25 Maret 2020).

Australia dan New Zealand menetapkan karantina 14 hari bagi mereka yang bepergian lintas negara,
menutup sekolah dan fasilitas publik lain kecuali yang esensial. Malaysia masih membiarkan
transportasi publik berjalan, namun menetapkan jam malam.

Ada frade-off antara kemampuan negara dengan efektivitas lockdown. Partial lockdown tanpa disertai
karantina diri atau sosial, seperti kebijakan di Italia, Spanyol, dan Inggris di awal, tidak efektif untuk
melandaikan kurva penyebaran virus. Akan tetapi pada akhirnya pilihan /ockdown—total atau
sebagian—harus mempertimbangkan juga kapasitas pemerintah dalam menyediakan kebutuhan hidup
yang mendasar. Kesulitan menyediakan rawat kesehatan dan kebutuhan dasar, sebagaimana terjadi di
India, justru menimbulkan bahaya ganda virus korona dan kelaparan (The Guardian, 29 Maret 2020).

Lama periode /lockdown juga bervariasi, mulai dari dua minggu hingga dua bulan setengah. Berkaca pada
pengalaman Tiongkok, keberhasilan melandaikan kurva penyebaran wabah baru dicapai hampir
sebulan setelah /ockdown (Data JHU CRC, 29 Maret 2020). Kota Wuhan baru akan bebas dari /lockdown
pada awal April, dua setengah bulan semenjak /Jockdown diberlakukan sejak 23 Januari 2020. Periode
lockdown dapat diperpanjang setelah evaluasi, sebagaimana dilakukan oleh Belgia.

Cakupan lockdown juga berbeda-beda tergantung luas penyebaran dan tingkat kematian. Lockdown dapat
diberlakukan untuk mencegah penyebaran keluar atau penyebaran masuk yang dikenal dalam sejarah
sebagai cordon sanitaire. Tiongkok hanya melakukan Jockdown pada 15 kota di satu provinsi di mana
tingkat kematiannya jauh lebih tinggi (4.1%) dari wilayah lain (1.7%) (New York Times, 6 Februari
2020). Italia, Irlandia, Selandia Baru, Australia, Perancis, Kenya, Spanyol, UK, Serbia, Peru, Maroko,
Kuwait, Jerman, dan lainnya melakukan /ockdown seluruh negeri. Sedangkan /ockdown di Ukraina hanya
mencakup Kiev dan di Ceko hanya kota-kota di bagian timur. Filipina melakukan /ockdown bertahap
dari ibukota Manila hingga seluruh Pulau Luzon.

Aktor keamanan yang dikerahkan

Seberapa besar sumber daya untuk menjamin pelaksanaan /ockdown dari sisi keamanan juga bervariasi
menurut luas wilayah dan populasi. Tiongkok menerjunkan 60.000 personil, sekitar 10.000 di antaranya
adalah militer untuk menangani wilayah Wuhan seluas hampir 8.500 km?2 atau hampir 5 kali London.
Tentara Pembebasan Tiongkok PLA mengakui pengerahan tahap pertama sebesar 1.400 personil yang
diangkut 11 pesawat, merupakan mobilisasi terbesar yang pernah dilakukan Angkatan Udara. Total
sekitar 4.000 personil medis militer diterjunkan, setara 0,43 persen dari total kekuatan PLA atau 12
persen dari personil medis militer. Sebagai perbandingan, Inggris menyiapkan 20.000 tentara atau
setara 15 persen dari kekuatan angkatan bersenjatanya, dan masih perlu memobilisasi komponen
cadangan (reservisf) untuk menangani wilayah seluas 242.495 km2 atau sekitar 28 kalinya Wuhan.



Besaran aparat keamanan yang dikerahkan, terutama militer, tergantung dari kesiapan, keahlian, dan
kerangka perundang-undangan. Tiongkok menempatkan militer sebagai aktor terdepan dengan
kewenangan lebih besar dari pemerintah lokal. Hal ini disebabkan karena besarnya personil medis
militer (sekitar 79.000) dan pengalaman meneliti bzochemzical warfare dan menangani wabah seperti SARS.
Akademi Ilmu Medis Militer PLA berdiri sejak 1951 dan bermitra dengan lembaga serupa di Amerika
dan Inggtis.

PLA juga menggunakan joint logistic support force untuk menangani pengadaan dan distribusi kebutuhan
pokok dan obat-obatan bagi 11 juta orang di Wuhan. Di Perancis, militer menangani tugas-tugas
dukungan seperti evakuasi, penyediaan rumah sakit darurat, pengujian masker, dan mengaktifkan
Sistem Morphee yakni mengoperasikan pesawat #ransport militer dilengkapi dengan intensive care unit
yang biasanya hanya digunakan untuk mengevakuasi prajurit dari wilayah konflik (France24, 18 Maret
2020). Di Italia, insinyur prajurit juga dikerahkan ke pabrik untuk membantu akselerasi produksi
ventilator.

Penegakan hukum karantina di Indonesia diatur dalam UU No.4 Tahun 1984 pasal 14 tentang
ancaman pidana bagi mereka yang menghalangi penanggulangan wabah, UU No.6 Tahun 2018 pasal
54 yang menugaskan wilayah karantina dijaga terus-menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan
kepolisian, serta pasal 55 yang mewajibkan negara menanggung kebutuhan hidup dasar.

Jika lockdown diberlakukan nasional, tantangan mengkarantina wilayah kepulauan seluas 1.904.000 km2
atau delapan kali luas Inggris dengan perbatasan berpori akan luar biasa. Untuk membantu pemolisian
penanganan wabah, peran perbantuan TNI dalam operasi militer selain perang telah diatur dalam UU
No.34 Tahun 2004 pasal 7.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Keppres No.7 Tahun 2020 yang memasukkan unsur kepolisian
dan TNI menjadi anggota pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin
Kepala BNPB. Hingga kini, TNI telah dikerahkan untuk fungsi dukungan pemolisian, evakuasi,
karantina, logistik, dan medis. Di antaranya adalah menyediakan pangkalan Natuna untuk karantina,
pengambilan alat kesehatan dari Tiongkok, operasionalisasi rumah sakit darurat wisma atlet,
pembuatan RS khusus di Pulau Galang, hingga sosialisasi dan penyemprotan disinfektan.

Perlukah Lockdown di Indonesia disertai Penetapan Darurat Militer?

Opsi lockdown di Indonesia akan menghadapi tantangan risiko, pilihan cakupan dan periode, serta
pengerahan aparat keamanan sebagaimana yang dialami negara-negara lain. Akan tetapi /lockdown
sendiri hanya bisa mencapai tujuan terbatas, yakni memperlambat penyebaran wabah. Masalah yang
sama penting, yakni memperbesar kapasitas penanganan—termasuk testing dan perawatan—
memerlukan solusi lain yakni pengganda kekuatan (force multiplier) melalui mobilisasi.

Di Amerika, negara pertama yang melampaui 100.000 kasus COVID-19, Presiden Trump
mengaktifkan Undang-undang Produksi Pertahanan yang memberi negara kewenangan memobilisasi
industri swasta untuk mendorong produksi ventilator oleh produsen otomotif seperti GM dan Ford
hingga 3.500 per minggu. Gubernur di New York yang menjadi episentrum penularan, menyatakan
butuh sekitar 30.000 ventilator untuk mitigasi puncak penularan dalam 21 hari ke depan (The
Independent, 28 Maret 2020), padahal secara nasional AS hanya memiliki 16.000 ventilator.

Sebagaimana di Amerika, jurang antara kapasitas penanggungan wabah di Indonesia dengan jumlah
pasien yang terus meningkat dapat dijembatani dengan mobilisasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun
2019 pasal 63. Akan tetapi mobilisasi mensyaratkan keadaan darurat militer atau keadaan perang,
pernyataan Presiden untuk mobilisasi, dan persetujuan DPR.



Saat ini, penanganan wabah COVID-19 jelas dipimpin oleh institusi penanggulangan bencana sipil
(BNPB) dan Indonesia tidak menghadapi perang. Hingga kini, peraturan pendukung yang berupa
Peraturan Pemerintah juga belum diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan sehingga diskursus
mengenai perlu tidaknya darurat militer menjadi kurang relevan. Apabila PP tersebut telah digodok,
pemerintah harus menemukan cara untuk aktivasi mobilisasi tanpa harus menetapkan darurat militer.
Berbagai pihak sudah mengkritik ketergantungan penanganan bencana kepada figur-figur militer, baik
purnawirawan maupun aktif. Penetapan darurat militer akan menjadi preseden buruk militerisasi
penanganan bencana.
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